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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 172 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK TRANSPORTASI

JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG DAN BEKASI (JABODETABEK)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan, pengembangan dan

pengoperasian sistem transportasi di wilayah Daerah

Khusus Ibukota Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan

Bekasi secara terintegrasi untuk meningkatan pelayanan,

keterpaduan, konektivitas dan mobilitas pergerakan

orang dan barang di Jabodetabek yang lebih baik bagi

kehidupan masyarakat, telah dibentuk Badan Pengelola

Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dengan Peraturan

Presiden;

b. bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan

Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) berpedoman

pada Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ)

yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden;

c. bahwa dalam menyusun RITJ sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan b diperlukan Pedoman Penyusunan
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RITJ yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri

Perhubungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4444);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang

Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4722);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang

Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4849);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang

Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4956);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun

2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
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10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun

2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 216);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEDOMAN

PENYUSUNAN RENCANA INDUK TRANSPORTASI JAKARTA,

BOGOR, DEPOK, TANGERANG DAN BEKASI

(JABODETABEK).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai

kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi

kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan,

pemusatan dan distribusi pelayanan pemerintahan,

pelayanan social dan kegiatan ekonomi;

2. Kawasan Perkotaan Jabodetabek adalah kawasan

perkotaan yang meliputi wilayah Provinsi DKI Jakarta,

Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota

Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten

Tangerang, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi;

3. Jaringan jalan adalah seluruh jalan yang diperuntukkan

bagi lalu-lintas umum dan terkait satu sama lain yang

menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan

satu sistem;

4. Jaringan prasarana adalah serangkaian simpul yang

dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk

satu kesatuan;
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5. Jaringan pelayanan transportasi adalah susunan rute-

rute pelayanan transportasi yang membentuk satu

kesatuan hubungan;

6. Simpul transportasi adalah media alih muat yang

mempunyai peran yang sangat penting dalam

mewujudkan keterpaduan dan kesinambungan

pelayanan angkutan;

7. Rencana Induk Transportasi Jabodetabek selanjutnya

disebut RITJ adalah dokumen perencanaan transportasi

Jabodetabek yang memuat pengaturan tentang simpul,

jaringan dan pengoperasian transportasi di Jabodetabek;

8. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek selanjutnya

disebut BPTJ adalah badan yang mempunyai tanggung

jawab dalam menyusun dan mengimplementasikan RITJ.

Pasal 2

(1) BPTJ dalam rangka pelaksanaan tugasnya, mengacu

pada Rencana Induk Transportasi Jabodetabek yang

ditetapkan dalam Peraturan Presiden.

(2) Rencana Induk Transportasi Jabodetabek disusun oleh

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

dengan melibatkan unsur Pemerintah / Pemerintah

Daerah terkait, Akademisi, Pengamat Transportasi dan

Operator Transportasi
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BAB II

PENYUSUNAN RENCANA INDUK TRANSPORTASI

JABODETABEK

Bagian Kesatu

Tujuan dan Sasaran RITJ

Pasal 3

Tujuan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ)

antara lain:

a. sebagai acuan pembangunan, pengembangan dan

pengoperasian transportasi se-Jabodetabek dalam rangka

integrasi pelayanan transportasi yang tertib, lancar,

efektif, efisien, aman, nyaman, dan terjangkau oleh

masyarakat tanpa dibatasi oleh wilayah administratif;

b. menguatkan integrasi tata ruang dan kebutuhan mobilitas

penumpang dan barang yang perlu difasilitasi oleh

pemerintah sehingga tercipta ruang perkotaan yang

berkelanjutan;

c. menciptakan transportasi yang terpadu tertib, lancar,

efektif, efisien, aman,nyaman, ekonomis, dan terjangkau

oleh masyarakat.

Pasal 4

Sasaran Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ)

harus meliputi:

a. terwujudnya integrasi sistem transportasi dengan

tataguna lahan;

b. tersedianya jaringan dan layanan angkutan umum

perkotaan yang berkelanjutan;

c. terkelolanya kepemilikan dan penggunaan kendaraan

pribadi;
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